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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesifikasi atau perincian 

dalam tindak pidana pencucian uang serta kekuatan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat bukti dalam upaya menjadikan 

tindak pidana pencucian uang sebagai tindakan ilegal. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan literatur 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan pendekatan undang-undang, 

konseptual, dan kasus. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai 

spesifikasi pembuktian meliputi spesifikasi pembuktian berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, praktik pembuktian oleh aparat penegak hukum, kendala 

dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan kekuatan pembuktian 

LHKPN dalam tindak pidana pencucian uang melalui kasus konkret yang 

menggunakan LHKPN sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkaranya 

dengan menganalisis kekuatan pembuktian dari LHKPN sebagai alat bukti 

dalam proses penuntutan perkara serta upaya penggunaan LHKPN sebagai 

pembuktian terbalik dalam proses persidangan. Kewenangan hakim pada 

pendapat ini mengenai mutu alat bukti. Hakim mengevaluasi dan memutuskan 

apakah suatu alat bukti tepat jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Hal 

tersebut juga berlaku demikian pada LHKPN sebagai alat bukti, dengan adanya 

ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit mengenai 

LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam Undang-Undang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menimbulkan keraguan dan 

perdebatan antara para hakim di pengadilan mengenai keabsahan LHKPN 

sebagai alat bukti. 

Kata Kunci : LHKPN, Kekuatan Pembuktian, Pencucian Uang, Spesifikasi 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the specifications or details of the crime 

of money laundering as well as the strength of the State Administrator's Wealth 

Report (LHKPN) as evidence in an effort to make the crime of money laundering 

an illegal act. This research uses normative legal research methods that utilize 

primary, secondary and tertiary. legal literature as well as statutory, conceptual 

and case approaches. This research will discuss the specifications of evidence 

including the specifications of evidence based on statutory provisions, evidence 

practices by law enforcement officials, obstacles in proving money laundering 

crimes, and the strength of LHKPN evidence in money laundering crimes 

through concrete cases that use LHKPN as evidence. in the process of proving 

the case by analyzing the evidentiary strength of the LHKPN as evidence in the 

case prosecution process as well as efforts to use the LHKPN as reverse 

evidence in the trial process. The judge's authority in this opinion concerns the 

quality of the evidence. The judge evaluates and decides whether a piece of 

evidence is appropriate when compared with other pieces of evidence. This also 

applies to LHKPN as evidence, with the unclear formulation in explicitly 

defining LHKPN as evidence in the Law on the Prevention and Eradication of 

Money Laundering, which has given rise to doubt and debate among judges in 

court regarding the validity of LHKPN as evidence. 

Keyword : LHKPN, Power of Proof, Money Laundering, Specifications 
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